—

L

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Jl. Poros Tumbu — Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 36/PP.05.3-Kpt/ 7606 /KPU-Kab/I11/ 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGEKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa berdasarkan Kketentuan Pasal 36 avat (1)

| 3

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilhan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penvelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa
kalidiubah, terakhir dengan  Peraturan  Komisi
PemilihanUmum Nomor 13 Tahun 2017, vang
menvatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat
dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Budong-Budong
Kabupaten Mamuju Tengah untuk Penvelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penvelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498};;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penvelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atauWaliKotadan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita NegaraRepublikindonesia Tahun 2019
Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil WaliKota Tahun 2020 sebagaimana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511});

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU
TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan
Suara di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju
Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2020.



KEEMPAT

KELIMA

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan)
bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai
dengan 23 November 2020

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TOPOYO
pada tanggal : 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

NASRUL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 36/PP.05.3-Kpt /7606 /KPU-Kab/111/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TAHUN 2020
A. DESA BABANA
NO | NAMA | L/P ALAMAT
1. | Nasruddin L Desa Babana
2. |Sapri_ L] DesaBabana
3. | Zukifli Aco | L | Desa Babana
B. DESA BOJO
na - NAMA | L/P ALAMAT e
~ 1. | Muh. Nadir, S.Pd.I | L] Desa Bojo |
| 2. | Nasri, S.Pd | L Desa Bojo |
3. | Suprivadi =¢ Desa Bojo ;
C. DESA LUMU
NO | NAMA L/P | ALAMAT
1. | Abd Rasak E 3 Desa Lumu J
- 2. | Rosaliah P Desa Lumu '
. 3. | Sapri | Desa Lumu
D. DESA TINALI
' NO | NAMA | L/P | ALAMAT ;
I. | Budi Reswanto o bR ~ Desa Tinali |
s _L Jamaluddin | L | Desa Tinali 1
3. | Supriadi L] Desa Tinali
E. DESA SALUGATTA
'NO | NAMA | L/P | ALAMAT
L {Rohael - - P L L TeekBaligie
2. | Bibit Kurniawati B} Desa Salugatta
3. | Muhammad Alfarisi Arsan, SM_ | L | Desa Salugatta
F. DESA PASAPA
NO | NAMA L/P ALAMAT
l. |Irham (L}  DesaPasapa
2. | Yusepina P | Desa Pasapa
3. | Ridwan L | Desa Pasapa
G. DESA KIRE
INO[ NAMA L/P ALAMAT
1. | Muh. Ardiansyah &1 - Desa Kire
2. Murgan ok Desa Kire
_ 3. | Nurdiana | P Desa Kire




H. DESA SALUMANURUNG

' NO | NAMA L/P | ALAMAT
| 1. | Abd. Salam | L | DesaSalumanurung
. 2. | Saharuddin | L | Desa Salumanurung
3. | Ashari LB Desa Salumanurung
I. DESA PONTANAKAYANG
[NOT NAMA LP | ALAMAT
. 1. | Syarifuddin ' L | Desa Pontanakayang
2. AdiKasmayadiMS | L | Desa Pontanakayang
3. | Aprivanto P Desa Pontanakayang =
J. DESA BARAKKANG
'NO | NAMA | L/P | ALAMAT
1. | Jusriadi, S.Pd : & Desa Barakkang
2. | Ismail ¢ L Desa Barakkang =
3. Sariful Aklam, SE S Desa Barakkang
K. DESA LEMBAH HADA
ING : NAMA o = L:"Piﬁ __ ALAMAT R
1. Abdul Rahman I L ~ Desa Lembah Hada
2. Indraswari L P Desa Lembah Hada
S~ 3. | Iskandar 3 e Desa Lembah Hada

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
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